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ABSTRACT

This study explains the readiness of human resources in the implementation of knowledge management systems in Bappeda
DKI Jakarta Province, motivated by the need for changes in the way of thinking and acting from human resources to manage
the organization's intellectual assets using information technology systems optimally. However, in its implementation at
Bappeda DKI Jakarta there are still mandatory that have not been inputted into the knowledge management system, this is
because employees still feel that they share knowledge through the knowledge management system. The purpose of this study
is to describe and analyze more deeply the readiness of human resources in the implementation of knowledge management
systems that have not been carried out optimally. This study uses an approach with guidance theory using the people
dimension from the STOPE Framework by Al-Osaimi, Alheraish, and Bakry (2006) with four sub-dimensions, namely ICT
Awareness, Education and Training, ICT Qualification and Job, and Management of ICT Skill. Data collection techniques
were carried out through observation, interviews, open questionnaires, and documentation studies. The results showed that
the readiness of human resources in the application of knowledge management system of Bappeda DKI Jakarta was still not
optimal because there was still a lack of understanding from employees regarding the benefits and adaptability of employees
in knowledge management systems and the use of existing features in the system was not optimal. This condition is caused
by the absence of a reward and punishment policy and the role of the head of the field is still not maximized to be able to
encourage employees to be able to contribute to asset preservation through system knowledge management.
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HUMAN RESOURCES E-READINESS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE DEVELOPMENT PLANNING AGENCY
OF THE PROVINCE OF DKI JAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management di
Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dilatarbelakangi oleh diperlukannya perubahan cara berfikir dan bertindak dari sumber daya
manusia untuk dapat mengelola aset intelektual organisasi menggunakan sistem teknologi informasi secara optimal. Namun
pada pelaksanaannya pada Bappeda DKI Jakarta masih terdapat dokumen wajib yang belum terinput ke dalam sistem
knowledge managemen hal ini dikarenakan pegawai yang masih merasa keberatan untuk berbagi pengetahuan melalui sistem
knowledge management. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih dalam mengenai
kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management yang belum dilakukan secara optimal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance theory menggunakan dimensi people dari STOPE
Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry (2006) dengan empat sub dimensi yaitu ICT Awareness, Education and
Training, ICT Qualification and Job, dan Management of ICT Skill. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, kuisioner terbuka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dari sumber daya
manusia dalam penerapan sistem knowledge management Bappeda DKI Jakarta masih belum optimal dikarenakan masih
kurangnya pemahaman dari para pegawai terkait manfaat dan kurangnya kemampuan adaptasi pegawai dalam penggunaan
sistem knowledge management serta belum optimalnya penggunaan fitur yang ada pada sistem. Kondisi ini disebabkan dari
tidak adanya kebijakan reward dan punishment serta masih belum maksimalnya peran kepala bidang untuk dapat mendorong
para pegawai untuk dapat berkontribusi dalam pelestrasian aset melalui sistem knowledge management.

Kata Kunci: e-Readiness; Sumber Daya Manusia; Sistem knowledge management
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PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi mendorong organisasi untuk dapat
beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan
perubahan yang ada. Perkembangan teknologi harus
dapat dimanfaatkan dalam lingkup pemerintahan
secara strategis untuk dapat mendorong kemajuan
dalam pengelolaan kinerja program dan kegiatan,
maka dari itu dikeluarkanlah regulasi berupa
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government. Dengan mudahnya akses terhadap
teknologi informasi dan komunikasi membuat
perolehan informasi menjadi semakin bervariatif
dan mudah yang berguna untuk dijadikan sumber
daya intelektual bagi organisasi. Namun tidak semua
organisasi memiliki kemampuan untuk mengelola
dan mengembangkan sumber informasi dalam
jumlah yang besar secara efektif dan andal, maka
dari itu penerapan e-Government menjadi sebuah
solusi untuk dapat mengelola, dan memberdayakan
informasi dalam jumlah besar secara cepat dan
akurat.

Dengan  banyaknya informasi dan
pengetahuan yang masuk, organisasi harus dapat
mengelola pengetahuan sesuai dengan
kebutuhannya dan mampu  mengidentifikasi
pengetahuan yang dibutuhkan oleh organisasi agar
organisasi memiliki pengetahuan yang cukup bagi
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menyadari
pentingnya hal tersebut maka dikeluarkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management). Sistem knowledge management
sendiri merupakan sistem teknologi informasi yang
digunakan untuk melakukan pengelolaan atas
pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan,
penyimpanan, pemanfaatan, maupun
penyempurnaannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) DKI Jakarta menyadari pentingnya
pelestarian aset intelektual tersebut. Oleh karena itu
Bappeda mengeluarkan Instruksi Kepala Bappeda
Provinsi DKI Jakarta No. 43 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Knowledge Management pada Lingkup
Organisasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang
merupakan sebuah turunan dari Peraturan Gubernur
DKI Jakarta No. 164 tahun 2017. Penerapan sistem
knowledge management di Bappeda Provinsi DKI
Jakarta menjadi penting dikarenakan pengelolaan
data dan informasi pembangunan yang tersusun
secara sistematis, terintegrasi dan akurat menjadi
salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang
merupakan sumber untuk pengambilan keputusan
dalam perencanaan pembangunan. Selain itu
pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta didominasi
oleh pegawai pada kelompok umur lebih dari 50
tahun, yaitu sebanyak 24% atau 60 orang (Tabel
1.1). Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka
waktu lima tahun yang akan datang jumlah pegawai
yang akan mengalami masa pensiun cukup banyak.
Oleh karena itu sistem knowledge management
dibutuhkan untuk menghindari hilangnya aset
pengetahuan dan pengalaman pegawai yang akan
meninggalkan organisasi akibat dari purna tugas
(pensiun).

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur pada Tahun 2021

Kelompok Umur Jumlah Persen
25-30 49 19%
31-35 37 15%
36 - 40 44 17%
41 - 45 34 14%
46 — 50 29 11%

>50 60 24%
Jumlah 253 100%

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bappeda DKI Jakarta

Dikarenakan sebuah kebutuhan itulah pada
tahun 2018 Bappeda meluncurkan sistem knowledge
management. Selama tiga tahun diluncurkan telah
dilakukan beberapa pengembangan pada sistem,
mulai dari pengintegrasian dengan sistem surat
menyurat, jadwal agenda/rapat, dokumen internal
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bidang/subbidang, serta pengelompokkan jenis
dokumen. Selain itu sampai dengan februari 2021
dokumen yang terinput pada sistem knowledge
management sebanyak 2.834 yang tersebar dari
semua jenis dokumen.
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Gambar 1.1
Tampilan Fitur Pengelompokkan Jenis Dokumen pada Sistem knowledge management
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
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Saat suatu instansi pemerintah melakukan
perpindahan dari kegiatan konvensional menuju e-
Government diperlukan sebuah kesiapan yang
komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai
kelebihan dan kelemahan untuk dapat memberikan
sebuah solusi atas permasalahan yang ada. Maka
dari itu diperlukan sebuah analisis mengenai
kesiapan dalam penerapan sistem teknologi
informasi. Analisis e-Readiness ini tidak hanya
dilihat dari ketersediaan infrastruktur teknologi
informasi saja, tetapi juga diperlukan kesiapan dari
sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam
berjalannya  suatu  organisasi.  Diperlukan
pengetahuan yang cukup dan kesadaran dari SDM
dalam organisasi sebagai pengguna dari sistem
knowledge management untuk menghasilkan Kinerja
yang maksimal. Namun pada penerapan sistem
knowledge management pada Bappeda DKI Jakarta
ditemukan bahwa masih terdapat dokumen wajib
yang belum terinput ke dalam sistem knowledge
management, sedangkan pada jadwal agenda/rapat
yang telah dilaksanakan terdapat pembahasan
mengenai dokumen wajib yang belum terinput
tersebut. Dari hasil wawancara bersama Kepala
Subbagian TU Pustadin Bappeda DKI Jakarta, hal
ini diketahui bahwa pegawai Bappeda DKI Jakarta
masih mengandalkan pengetahuan pribadi dalam
melaksanakan pekerjaannya dan masih merasa
keberatan untuk berbagi pengetahuan melalui sistem
knowledge managment dikarenakan dianggap
menambah beban pekerjaan dengan diharuskan
mengupload dokumen/berkas hasil kerja ke dalam
sistem KM.

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian
terkait e-Readiness sumber daya manusia dalam
penerapan sistem knowledge management untuk
dapat mengetahui bagaimana kesiapan SDM dalam
menerapkan konsep e-Government dan
mengungkapkan hambatan yang ada. Dikatakan
oleh World Economic Forum bahwa e-Readiness
sebagai kondisi kesiapan suatu kelompok atau

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

........

2021

2021

2021

2021

negara dalam mendapatkan manfaat yang diberikan
oleh teknologi informasi. Kemudian OECD
mengatakan bahwa tingkat kesiapan yang tinggi
dalam mengembangkan dan menerapkan layanan e-
government merupakan prasyarat untuk sektor
publik dapat berkinerja tinggi dan inovatif dalam
memberikan layanan yang terintegrasi, sehingga
kesiapan e-government ini merupakan indikator
signifikan untuk mengetahui apakah suatu negara
siap untuk memanen efisiensi yang diperoleh dari
kegiatan administrasi publik yang didukung oleh
kegiatan TIK (OECD, 2009, p. 16).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian
yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif
deskriptif,  sehingga  penulis  mendapatkan
pemahaman mengenai kesiapan sumber daya
manusia dalam penerapan sistem knowledge
management yaitu mengenai persepsi, pengalaman,
dan cara pandang dari para pengguna dari sistem
knowledge management Bappeda DKI Jakarta.
Dengan metode kualitatif ini juga dapat mengkaji
mengapa kesiapan SDM dalam penerapan sistem
knowledge management di Bappeda DKI Jakarta
belum maksimal dan nantinya penjelasan tersebut
dijabarkan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian
kata kata.

Penelitian ini  menggunakan guidance
theory dari Al Oasimi, Alheraish, & Bakry (2006)
mengenai lima dimensi yang menjadi dasar dalam
mengidentifikasi e-Readiness suatu organisasi, yang
mana penulis mengambil salah satu dimensinya
yaitu dimensi people dengan 4 sub dimensi di
dalamnya, yaitu ICT Awareness, Education and
Training, ICT Qualification and Job, dan
Management of ICT Skill.

Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu melalui observasi,
wawancara,  Kkuisioner  terbuka dan  studi
293


https://kmbappeda.jakarta.go.id/

JANE (Jurnal Administrasi Negara), Februari 2022

Volume 13 Number 2 Hal. 291 - 301

dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan
analisis data menggunakan model analisis Miles dan
Huberman (Sugiyono, 2013, p. 246) yang dilakukan
melalui aktivitas reduksi data yaitu dengan memilih
hal pokok/penting dari hasil pengumpulan data dan
mengelompokkannya berdasarkan variabel dan
dimensi yang menaunginya, selanjutnya penyajian
data menjadi terorganisir dan tersusun dalam pola
hubungan antar indikator yang ada dan disajikan
dalam bentuk kata, gambar bagan, maupun
hubungan dan langkah terakhir yaitu penarikan
kesimpulan berupa hasil temuan dari penelitian yang
menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun
triangulasi sumber digunakan penulis untuk menguji
keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan sebuah organisasi peran
sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam
menjalankan suatu organisasi sangat penting,
mengingat semua kegiatan akan selalu melibatkan
manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.
Keberhasilan transformasi dari layanan
konvensional menuju elektronik sangat bergantung
pada pengetahuan, keterampilan, motivasi sumber
daya manusia dalam menerima perubahan.

a. ICT Awareness

Kesadaran dari pengguna sangat
mempengaruhi berjalannya sebuah layanan e-
Government secara optimal. Kesadaran
pengguna dalam penilaian e-Readiness ini
dilihat berdasarkan kesadaran manfaat,
kemampuan adaptasi, dan penggunaan e-

Government.

1. Pemahaman Mengenai Manfaat

Pemahaman para pengguna
mengenai manfaat dari penggunaan
sistem  knowledge = management
menjadi penting karena hal ini akan
menunjukkan bahwa para pengguna
sadar akan manfaat yang akan
diterimanya apabila menggunakan
sistem KM dan dapat diarahkan untuk
secara konsisten berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas Kinerja
organisasi. Berdasarkan Peraturan
Gubernur No 164 Tahun 2017 tentang
manajemen pengetahuan, dijelaskan
bahwa manfaat dari knowledge
management vyaitu: (1) Menghindari
terjadinya aset pengetahuan yang
hilang  karena individu  yang
kompeten pensiun, meninggal, atau
mutasi; (2) Menghindari hilangnya
aset pengetahuan organisasi yang
berharga; (3) Menghindari terjadinya;
(4) Menghindari terhambatnya kinerja
organisasi karena tidak memiliki
pengetahuan yang cukup, serta (5)
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Meningkatkan inovasi dan
produktivitas.

Dari pernyataan  yang
diberikan oleh para pengguna
memang tidak semua pengguna
mengetahui manfaat dari penerapan
sistem knowledge management secara
mendalam.  Seperti  pemaparan
manfaat yang disampaikan oleh Staff
Subbagian Program dan Pelaporan,
Staff Bidang Pemerintahan, dan Staff
Bidang PPT yang disampaikan
dengan detail dan jelas mengenai
manfaat yang akan dirasakannya dari
penggunaan  sistem  knowledge
management,  diantaranya  vyaitu
sebagai tempat pengumpulan arsip
secara digital yang nantinya dapat
digunakan oleh para pegawai
kapanpun tanpa harus meminta pada
yang bersangkutan, selain itu
dikatakan bahwa pengarsipan hasil
kerja ini juga bermanfaat untuk
menyimpan  hasil  kerja  dari
pegawai/pimpinan  yang  sudah
dimutasi/meninggalkan  organisasi,
serta manfaat lainnya yaitu untuk
melakukan disposisi secara elektronik
yang akan mengefisienkan proses
disposisi surat, serta manfaat e-
agenda dengan mengetahui jadwal
rapat dan kegiatan yang diupdate
setiap harinya untuk mempermudah
para pegawai agar lebih prepare
mempesiapkan bahan rapat yang
diperlukan.

Disisi lain Staff Bidang
SPKLH dan Staff Bidang
Kesejahteraan rakyat mengetahui
manfaat sistem knowledge
management hanya sebatas untuk
mengetahui disposisi yang diberikan
oleh pimpinan, dan staff lainnya
seperti Staff Bidang PSPP dan Bidang
Perekonomian yang hanya terfokus
kepada manfaat dari e-office dan e-
agenda yang mana fitur tersebut
bukan merupakan fitur utama dan
fokus utama dalam penerapan sistem
knowledge management, bahkan fitur
tersebut hanya dijadikan sebagai
solusi untuk mendorong para staff

untuk menggunakan sistem
knowledge management.
Berdasarkan triangulasi

sumber yang dilakukan dari para
informan dan studi dokumentasi dapat
dipahami bahwa pemahaman para
pengguna mengenai manfaat dari
penerapan sistem knowledge
management masih belum dilakukan
secara optimal, masih kurangnya
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literasi pengguna mengenai
pemahaman manfaat dari penerapan
IT (Al-Osaimi et al., 2006). Hal ini
dikarenakan penjelasan yang
diberikan oleh para pegawai masih
didominasi oleh pemahaman
mengenai manfaat dari e-office dan e-
agenda. Yang mana fitur tersebut
bukan merupakan fitur dan tujuan
utama dari pemanfaatan sistem
knowledge management Bappeda
DKI Jakarta.

Adaptasi Terhadap Perubahan

Dalam penerapan sistem
knowledge management para pegawai
perlu melakukan adaptasi dengan
kebiasaan baru yang sebelumnya
tidak terbiasa untuk berbagi hasil
kerjanya berubah menjadi sebuah
keharusan untuk mengupload
dokumen hasil pekerjaannya, serta
membiasakan diri untuk melibatkan
sistem knowledge management dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan
dan mencari inovasi dari pengetahuan
yang tersedia di dalam sistem
knowledge management.

Dari  hasil  wawancara
bersama Staff Subbagian Tata Usaha
Pusdatin diketahui bahwa secara kasat
mata para pegawai Bappeda sudah
lebih adaptif dilihat dari fitur yang
dipakai setiap hari seperti e-agenda
dan e-office. Dikatakan pula oleh
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pusdatin bahwa saat ini para pegawai
sudah cukup beradaptasi dengan
sudah  mulai  terbiasa  untuk
mengakses ke sistem knowledge
management, dengan strategi dari
pusdatin dengan menambahkan fitur
e-agenda dan e-office dengan maksud
agar memberikan dorongan sekaligus
paksaan dengan membuat para
pegawai harus membuka sistem
knowledge management dan akhirnya
memandang  sistem  knowledge
management bukan sebagai
kewajiban tetapi merupakan
kebutuhan bagi para pegawai untuk
memudahkan pekerjaannya.

Berdasarkan wawancara
dengan Staff Bidang Kesejahteraan
rakyat dikatakan bahwa adaptasi
untuk menerapkan sistem knowledge
management tidak terlalu  sulit
dikarenakan memang pada masa
sekarang sudah memasuki era
digitalisasi yang sudah diharuskan
terbiasa  menggunakan  aplikasi
maupun website yang sejenisnya.
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Selanjutnya pernyataan dari Staff
Bidang PSPP mengatakan bahwa
dirinya dapat beradaptasi terhadap
penggunaan  sistem  knowledge
management dengan membiasakan
diri untuk mendigitalisasi hasil kerja
yang sudah divalidasi sehingga
nantinya dapat diunggah ke dalam
sistem  knoweldge = management.
Selain itu terdapat pula pernyataan
dari Staff Bidang Pemerintahan, Staff
Subbagian Program dan Pelaporan,
Staff Bidang SPKLH, dan Staff
Bidang Perekonomian sampai saat ini
kemampuan  adaptasi  terhadap
penerapan sistem knowledge
management baru hanya pada
penggunaan dari fitur disposisi surat
atau e-office.

Dari hasil pernyataan para
informan dapat terlihat bahwa
kemampuan para pengguna untuk
beradaptasi dalam penerapan sistem
knowledge = management  masih
didominasi oleh adaptasi terhadap
kebiasaan untuk
melakukan/mengecek disposisi surat
dan  jadwal agenda  kegiatan,
sedangkan untuk adaptasi dengan
membiasakan diri untuk berbagi hasil
pekerjaan masih minim dilakukan, hal
ini terlihat dari progress
pengunggahan dokumen  yang
dilakukan oleh para bidang. Hal ini
menunjukkan bahwa pegawai belum
dapat beradaptasi dengan baik dari
adanya sistem knowledge
management di Bappeda DKI Jakarta,
belum optimalnya upaya adaptasi atau
pembiasaan diri terhadap perubahan
proses kerja dengan menggunakan
teknologi informasi (Al-Osaimi et al.,
2006).

Penggunaan Sistem  Teknologi
Informasi

Kemampuan untuk
memanfaatkan kekuatan transformasi
teknologi secara maksimal dapat
memengaruhi  keberhasilan dalam
penerapan e-Government. Di dalam
sistem  knowledge  management
terdapat  berbagai  fitur  yang
memberikan kemudahan kepada para
pengguna dalam pelaksanaan
pekerjaannya. Peran para pegawai
dalam memanfaatkan layanan yang
diberikan oleh sistem knowledge
management dapat memperlihatkan
kesiapan dari Bappeda DKI Jakarta
untuk dapat menerapkan sistem
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knowledge  management  secara
optimal.

Berdasarkan hasil
wawancara diketahui bahwa kegiatan
yang dilakukan para pegawai masih
didominasi dengan mengakses jadwal
agenda dan memeriksa disposisi yang
diberikan oleh pimpinan. Dari tujuh
pengguna yang dimintai keterangan,
hanya Staff Bidang Perencanaan
Pembangunan Tahunan yang
mengatakan bahwa kegiatan yang
dilakukan pada saat mengakses sistem
knowledge  management  adalah
mencari dokumen yang berkaitan
dengan bidang pekerjaannya,
terutama dokumen dokumen
terdahulu  dari  pejabat/pimpinan
terdahulu.  Sedangkan pengguna
lainnya masih hanya mengkases fitur
jadwal agenda dan disposisi surat.

Pernyataan diatas selaras
dengan laporan progress penerapan
sistem  knowledge = management
Bappeda DKI Jakarta, terjadi
penurunan jumlah dokumen yang
diunggah ke dalam sistem knowledge
management pada setiap bidangnya
pada tahun 2020. Dokumen yang
terunggah dalam sistem knowledge
management juga masih didominasi
oleh Pusdatin selaku pengelola sistem
dengan jumlah dokumen yang sudah
diunggah ke dalam sistem KM vyaitu
sebanyak 2.016 dokumen dari 2.726
dokumen.  Pada tahun 2020
Sekretariat, Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Bidang Sarana Prasarana
Kota dan Lingkungan  Hidup
persentase dokumen terunggah hanya
sebesar 8%, bahkan  Bidang
Perekonomian dan Bidang
Pemerintahan tidak mengunggah satu
pun dokumen ke dalam sistem
knowledge management.  Dalam
dokumen laporan progress
implementasi  sistem  knowledge
management  dikatakan ~ bahwa
persentase unggahan dokumen wajib
bidang sampai dengan triwulan 1V
tahun 2020 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya,
persentase 36,99% untuk dokumen
tahun 2018, 64,49% untuk dokumen
tahun 2019, dan 17,81% untuk
dokumen tahun 2020.

Seperti  yang  diketahui
bahwa tahun 2020 proses kerja lebih
didominasi oleh Work From Home
(WFH) akibat dari adanya pandemi
covid-19, dengan koordinasi dan
proses kerja yang dilakukan dari jarak
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jauh dan hanya menggunakan media
komunikasi elektronik. Kondisi ini
seharusnya  menjadikan  sistem
knowledge  management  sangat
dibutuhkan sebagai sarana untuk
bertukar dokumen hasil kerja, proses
pertukaran dokumen Kkerja menjadi
lebih efisien dan efektif dan sebagai
antisipasi  hilangnya pengetahuan
akibat kehilangan pengetahuan akibat
pegawai yang meninggalkan
organisasi karena menjadi korban dari
pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan analisis data
yang diperoleh dari beberapa sumber
dapat dipahami  bahwa masih
kurangnya kesungguhan pegawai
dalam penggunaan sistem knowledge
management (Al-Osaimi et al., 2006).
Dilihat dari para pegawai masih
belum memaksimalkan penggunaan
fitur yang ada terutama fitur
pengunggahan dokumen yang
menjadi  tujuan  utama  dalam
penerapan sistem knowledge
management. Kondisi ini dapat
menjadi ~ penghambat  kesiapan
Bappeda dalam menerapkan sistem
knowledge  management  Kkarena
menurt  Hakikur  kesiapan  e-
government ini berkaitan dengan
kesiapan dari sumber daya manusia
dalam  memberdayakan  aplikasi
teknologi informasi (Hakikur, 2010,
p. XX).

Berdasarkan  pembahasan  diatas,
dapat dipahami bahwa kesadaran dari para
pegawai sebagai pengguna sistem knowledge
management  belum dilakukan secara
optimal. Hal ini dikarenakan pemahaman
pengguna terhadap manfaat yang didapatkan
dari penerapan sistem KM masih belum
mendalam dan tidak terfokus pada
pelestarian aset pengetahuan. Kemampuan
adaptasi dari pengguna juga belum
dioptimalkan pada kegiatan berbagi aset
pengetahuan.  Selain itu belum ada
pembiasaan untuk berbagi hasil pekerjaan
dan belum maksimalnya penggunaan fitur
yang ada di dalam sistem knowledge
management.  Kondisi  ini  diketahui
dikarenakan belum adanya punishment
maupun teguran yang diberikan kepada
bidang yang tidak memenuhi kewajibannya,
serta masih belum maksimalnya peran kepala
bidang untuk dapat mendorong para
pegawainya untuk dapat berkontribusi dalam
pelestrasian aset melalui sistem knowledge
management.
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b. Education and Training

Pengetahuan pengguna e-Government
dalam hal pengoperasian layanan e-
Government harus dapat dipastikan memadai
untuk dapat menggunakan setiap fitur yang
disediakan di dalam layanan e-Government.
Kurangnya pengetahuan dalam pengoperasian
sistem KM nantinya akan mempengaruhi
penggunaan sistem tersebut dan dapat
mengakibatkan timbulnya rasa enggan untuk
menggunakannya dikarenakan kurangnya
edukasi mengenai sistem KM yang akan
dipergunakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdatin
diketahui  bahwa  terdapat  sosialisasi
pengenalan sistem knowledge management
serta tata cara penggunaannya yang dihadiri
oleh seluruh pegawai dari semua bidang yang

Gambar 3.1
Sosialisasi Penerapan Sistem knowledge management Bappeda DK Jakarta

Berdasarkan penjelasan diatas dapat
diketahui bahwa kesiapan pada sub domain
Education and Training telah dilakukan secara
optimal, hal ini dikarenakan pengetahuan
pengguna telah didukung dengan kegiatan
pendidikan dan pelatihan (Al-Osaimi et al.,
2006). Bappeda DKI Jakarta telah melakukan
pelatinan dan pengenalan kepada seluruh
pegawai mengenai cara penggunakan sistem
knowledge management yang diharapkan
nantinya para pegawai menggunakan sistem
knowledge management dengan benar dan
optimal. Kondisi ini dapat menjadi pendorong
untuk meningkatkan kesiapan Bappeda DKI
Jakarta dalam menerapkan sistem knowledge
management, karena tingkat information
technology literacy SDM akan menunjukkan
kesiapan mereka dalam penerapan inisiatif e-
government (Indrajit et al., 2005, p. 21). Hal
serupa juga dijelaskan dalam Instruksi
Presiden No. 3 tahun 2003 bahwa kesiapan
pemanfaatan IT ini ditinjau dari sejauh mana
teknologi informasi disosialisasikan kepada
masyarakat/pengguna melalui proses
pendidikan.
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Sumber: Pusdatin Bappeda DKI Jakarta

C.

ada di Bappeda DKI Jakarta bertempat pada
bulan agustus tahun 2018, selanjutnya untuk
pengenalan  akan  fitur  baru  hasil
pengembangan sistem hanya diinformasikan
memalui grup chat Bappeda. Hal ini juga
dikatakan oleh sejumlah informan lainnya,

seperti  Staff Subbagian program dan
pelaporan, Staff Bidang Perencanaan
Pembangunan  Tahunan, Staff Bidang
Kesejahteraan ~ Rakyat,  Staff  Bidang

Pemerintahan, dan Staff Bidang Perencanaan
Strategis dan Pendanaan Pembangunan bahwa
pada tahun 2018 terdapat sosialisasi yang
dilakukan pada saat perkenalan sistem
knowledge management pertama Kkali yang
diselenggarakan oleh Pusdatin yang dihadiri
oleh seluruh bidang yang ada di Bappeda DKI
Jakarta.

ICT Qualification & Job

Ketersediaan tenaga ahli dalam bidang
teknologi informasi sangat berpengaruh
terhadap penerapan e-Government pada suatu
organisasi. Dengan tersedianya tenaga ahli
yang memadai, pengelolaan terhadap sistem
teknologi informasi menjadi lebih tepat karena
dikelola oleh orang yang berkompeten dalam
bidangnya. Berdasarkan wawancara dengan
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdatin
diketahui bahwa sampai saat ini ketersediaan
tenaga ahli dalam pengelolaan sistem
knowledge management tidak mengalami
kekurangan dan sudah memadai. Hal ini juga
selaras dengan pernyataan dari Staff Subbagian
Tata Usaha Pusdatin bahwa selama ini
ketersediaan mengenai tenaga ahli untuk
mengelola sistem knowledge management baik
secara teknis maupun secara non teknis sudah
tercukupi kebutuhannya dan tidak pernah
mengalami  kekurangan personil. Berikut
merupakan kualifikasi tenaga ahli pratama
dalam penerapan  sistem knowledge
management Bappeda DKI Jakarta.
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Tabel 3.1

Kualifikasi Tenaga Ahli Pratama dalam Penerapan Sistem knowledge management

Spesifikasi Ahli Pendidikan Pengalaman

Jumlah Orang

Tenaga Ahli Web Desain Minimal S-1

Minimal 3 (tiga) tahun pada

bidang sistem informasi 1 (satu) orang

Tenaga Ahli Programmer Minimal S-1

Minimal 3 (tiga) tahun pada

bidang sistem informasi 1 (satu) orang

Tenaga Ahli Database Minimal S-1

Minimal 3 (tiga) tahun pada

bidang sistem informasi 1 (satu) orang

Tenaga Ahli Analisa
Sistem

Minimal S-1

Minimal 3 (tiga) tahun pada

bidang sistem informasi 1 (satu) orang

Tenaga Ahli Analisa
Knowledge Management

Minimal S-1

Minimal 1 (satu) tahun pada

bidang sistem informasi 2 (dua) orang

Sumber: Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem knowledge management
Bappeda DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis data dan
triangulasi sumber dari beberapa informan dan
dokumentasi, diketahui bahwa kesiapan sub
domain ICT Qualification & Job (Kualifikasi
SDM IT) sudah dilakukan secara optimal.
Pusdatin Bappeda dalam menerapkan sistem
knowledge management telah memperhatikan
kebutuhan jumlah dan kualifikasi terhadap
tenaga ahli yang dibutuhkan (Al-Osaimi et al.,
2006b). Kondisi ini dapat menjadi pendorong
kesiapan Bappeda dalam penerapan sistem
knowledge management, karena berdasarkan
hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh
Harvard JFK School of Government dalam
penerapan konsep digitalisasi organisasi perlu
memperhatikan aspek ketersediaan
kompetensi dan keahlian yang cukup dari
sumber daya manusia untuk dapat menerapkan
e-government sesuai dengan tujuan dan
manfaat yang diharapkan (Indrajit, 2006, p.
14).

Management of ICT Skill

Pada  dasarnya  penerapan e-
Government merupakan proyek manajemen
perubahan yang membutuhkan adanya
keinginan dan perubahan cara berfikir. Untuk
dapat  menerapkan  sistem  knowledge
management dibutuhkan sebuah kesadaran dan
keinginan untuk mengubah cara Kerja,
berperilaku, dan pola pikir yang berbeda dari
kebiasaan sebelum adanya sistem knowledge
management. Untuk mendapatkan hasil yang
maksimal dalam penerapan sistem knowledge
management, dibutuhkan sebuah perubahan
cara Kkerja dari para pengguna dalam
menggunakan sistem KM untuk dapat
meningkatkan produktivitas kerjanya.

Dari hasil wawancara dengan Staff
Subbagian Program dan Pelaporan dikatakan
bahwa upaya yang dilakukannya dalam
meningkatkan produktivitas kerja dengan
menggunakan sistem knowledge management
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yaitu dengan mengakses sistem knowledge
management setiap pagi sebelum memulai
aktivitas untuk mempersiapkan
bahan/dokumen yang dibutuhkan pada
rapat/disposisi yang akan dikerjakan dalam
waktu dekat yang diketahui saat membuka fitur
disposisi dan e-agenda. Selain itu Staff Bidang
Pemerintahan mengatakan bahwa upaya yang
dilakukannya untuk meningkatkan
produktivitas yaitu dengan mengakses sistem
knowledge management diluar jam kerja, dan
dapat mengerjakan disposisi yang diberikan
kapan saja karena informasi mengenai
disposisi yang diberikan dapat diakses
kapanpun dan dimanapun melalui sistem
knowledge management.

Dari pernyataan yang diberikan oleh
para pengguna hanya Staff Bidang
Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Staff
Bidang Perkonomian yang melakukan upaya
peningkatan produktivitas kerja melalui
penggunaan dokumen hasil kerja yang ada di
sistem knowledge management, yaitu apabila
merasa informasi dalam laporan kerjanya
masih kurang, pengguna akan berusaha
mencari informasi tertentu melalui sistem KM
terlebih dahulu, dibandingkan meminta kepada
pegawai yang bersangkutan melalui chat
pribadi. Selain itu Staff Bidang Perekonomian
juga  melakukan upaya  peningkatan
produktivitas dengan mendiskusikan dokumen
apa saja yang terdapat di dalam sistem KM
yang sekiranya dibutuhkan untuk melengkapi
laporan kerjanya, sehingga hasil kerjanya
memiliki informasi yang memadai. Hal ini
menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya dari
para pegawai selaku pengguna sistem
knowledge management dalam meningkatkan
produktivitas kerjanya dengan mengunakan
sistem  knowledge  management  untuk
membantu dalam pelaksanaan tugas dan
pekerjaannya.
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Berdasarkan hasil triangulasi sumber
dari beberapa sumber informan dapat diketahui
bahwa kesiapan sub domain Management of
ICT Skill (Manajemen Keterampilan) telah
dilakukan secara optimal. Telah terdapat upaya
dari para pegawai selaku pengguna sistem
knowledge management dalam meningkatkan
produktivitas kerjanya dari penggunaan sistem
knowledge management (Al-Osaimi et al.,
2006). Kondisi ini dapat menjadi pendorong
kesiapan Bappeda dalam menerapkan sistem
knowledge management, karena menurut
Indrajit kesiapan dalam menerapkan konsep e-
government dapat terlihat dari seberapa jauh
pemerintah telah memanfaatkan teknologi
informasi dalam membantu pelaksanaan tugas
(Indrajit et al., 2005, p. 21)

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa Kesiapan (e-Readiness)
sumber daya manusia dalam penerapan sistem
knowledge  management oleh  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta belum dilakukan secara optimal
dikarenakan indikator pada sub dimensi ICT
Awareness belum terpenuhi secara maksimal.
Pemahaman para pegawai terhadap manfaat
yang didapatkan dari penerapan sistem
knowledge management masih belum optimal,
masih kurangnya kemampuan adaptasi dari
para pengguna serta para pegawai belum dapat
menggunakan fitur yang ada secara maksimal
terlihat dari persentase unggahan dokumen
yang tidak mencapai target. Kondisi ini
terjadinya disebabkan oleh belum adanya
punishment atau teguran yang diberikan
kepada bidang vyang tidak memenuhi
kewajibannya, serta masih belum maksimalnya
peran kepala bidang untuk dapat mendorong
para pegawainya untuk dapat berkontribusi
dalam pelestrasian aset melalui sistem
knowledge management.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan
simpulan yang telah dipaparkan mengenai e-
Readiness sumber daya manusia dalam
penerapan sistem knowledge management oleh
Bappeda Provinsi DKI Jakarta, penulis
memberikan saran sebagai bahan masukan
untuk perbaikan kearah yang lebih baik di
masa yang akan datang. Adapun saran yang
penulis berikan yaitu Bappeda Provinsi DKI
Jakarta dapat membuat sebuah kebijakan
reward dan punishment dalam penerapan
sistem knowledge management. Hal ini agar
mendisiplinkan para bidang untuk secara
konsisten melakukan sharing pengetahuan
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melalui sistem knowledge management, serta
meningkatkan pengawasan dari para kepala
bidang untuk dapat memastikan para pegawai
ikut berkontribusi dalam pelestarian aset
organisasi ~ melalui  sistem  knowledge
management.
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